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Asas penghargaan terhadap hak berpendapat dan asas kepentingan terbaik anak merupakan asas yang penting di dalam penetapan hak asuh anak karena tanpa memperhatikan pendapat anak maka asas kepentingan anak dapat terabaikan, begitu pula sebaliknya. Pemerintah Indonesia telah mengakui asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak dan kepentingan terbaik anak melalui Konvensi Hak Anak dan  pemberlakuan UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 jo UU nomor 35 tahun 2014. Akan tetapi dalam kaitannya dengan penetapan hak asuh anak di pengadilan, kedua asas tersebut belum dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak ada pedoman yang jelas bagi Hakim dalam membuat keputusan penetapan. Oleh karena itu, hal ini seharusnya menjadi kebijakan pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan terkait dengan asas hak berpendapat anak dan kepentingan terbaik anak karena kedua asas tersebut terkait dengan hak asasi anak yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dalam hal ini melalui pengadilan, ketika orangtua anak tersebut berselisih. 





Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang  diperbaharui melalui UU Nomor 35 tahun 2014 telah mengatur hak-hak anak untuk berpendapat dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Asas tersebut memberikan mandat bahwa anak-anak berhak menyatakan pendapatnya di manapun dan tentang apapun dan orang dewasa memiliki kewajiban untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan memenuhi keinginan anak-anak tersebut apabila hak berpendapat tersebut berkaitan erat dengan kepentingan yang terbaik bagi kehidupan atau masa depan anak tersebut.
 	Hak berpendapat anak menjadi hal yang sangat penting untuk didengarkan oleh orang dewasa atau pemerintah ketika orangtua berselisih di pengadilan dalam menentukan hak asuh anak. Menjadi tugas hakim untuk menetapkan hak asuh anak dan kepada siapa anak akan tinggal, akan tetapi sebelum membuat putusan atau menetapkan maka hakim memiliki kewajiban untuk mendengarkan pendapat anak. Meskipun belum ada ketentuan yang mengatur dengan jelas dan pasti mengenai batas usia anak yang dapat didengar pendapatnya, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 telah mengatur batas usia anak yang dapat didengar pendapatnya untuk menentukan dengan siapa ia ingin tinggal, yaitu yang sudah mumayiz atau di atas 12 tahun. Pasal 105 (a) KHI menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 12 (belum mummayiz) maka hak asuhnya berada pada ibunya. Pasal ini secara tidak langsung menyiratkan maksud bahwa anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun (secara otomatis) akan mendapatkan hak asuh ibunya, kecuali jika ternyata si ibu dianggap tidak cakap untuk mendapatkan hak asuh.​[1]​ Kemudian Pasal 105 (b) KHI menyebutkan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. 
	Hak berpendapat anak menjadi faktor yang penting dalam hal terjadi perceraian karena dengan mendengarkan pendapat anak maka hakim dapat membuat keputusan yang terbaik bagi kepentingan si anak. Kepentingan terbaik anak dalam hal terjadi perceraian orangtuanya tentunya sangat berkaitan dengan siapa dia akan tinggal, pengasuhan atau pemeliharaan dari kedua orangtuanya meskipun telah berpisah termasuk di sini adalah hak untuk bertemu dengan salah satu orangtuanya yang tidak mendapatkan hak asuh dan begitu juga sebaliknya. Hal-hal demikian belum ada diatur oleh UU Perkawinan sebagai pedoman bagi hakim dalam menetapkan hak asuh anak. Pengaturan mengenai hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah, untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan hak asuh anak ini, sehingga apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran dalam pemeliharaan anak maka pemerintah dapat menindak pelaku demi kepentingan terbaik anak. 
Asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak dan asas kepentingan terbaik anak adalah persoalan hak asasi anak yang harus dipenuhi oleh orang dewasa, masyarakat dan pemerintah. Meskipun hak berpendapat dan asas kepentingan anak sudah diatur oleh Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah 36 Tahun 1990, namun sampai dengan sekarang - bahkan setelah berlakunya UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (UUPA Tahun 2002) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA Tahun 2014), persoalan ini belum menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa persoalan ini merupakan hal baru bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, dan tentunya menjadi sebuah tantangan untuk terpenuhinya asas-asas tersebut bagi anak-anak.
	Oleh karena itu melalui tulisan ini akan dibahas mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak dan hak berpendapat anak, serta sejauh mana peraturan perundang-undangan nasional yang ada telah mengatur asas tentang hak berpendapat anak dan kepentingan terbaik bagi anak khususnya dalam kaitannya dengan hak asuh anak. Kedua, menggagas kebijakan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk mendefinisikan asas kepentingan terbaik anak dan asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak setelah melakukan perbandingan berbagai aturan dari negara lain.

2. Pengertian Asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak dan Penghargaan terhadap Hak Berpendapat Anak menurut UU Perlindungan Anak
Ada empat prinsip dasar bagi penyelenggaraan perlindungan anak yang terdapat di dalam Konvensi Hak anak, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup-kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap hak berpendapat anak. Keempat prinsip dasar ini diakomodasi oleh pemerintah Indonesia di dalam Pasal 2 UUPA Tahun 2002​[2]​ dan UUPA Tahun 2014.
Penjelasan Pasal 2 UUPA tahun 2002 tidak menjelaskan pengertian asas non-diskriminasi. Akan tetapi di dalam penjelasan Pasal 13 (1) Huruf a UUPA Tahun 2002 diuraikan perlakuan yang bersifat diskriminatif, yaitu perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Dengan demikian maka asas non-diskriminatif dapat disimpulkan sebagai suatu prinsip dasar yang tidak membolehkan terjadinya perlakuan-perlakuan yang diskriminatif sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 UUPA Tahun 2002.
Selanjutnya, penjelasan prinsip dasar kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Kemudian, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dimaknai sebagai hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Prinsip dasar berikutnya adalah asas penghargaan terhadap pendapat anak yang dinyatakan sebagai sebuah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
Berdasarkan penjelasan prinsip dasar kepentingan terbaik sebagaimana diuraikan di atas maka tampak bahwa tidak ada penjelasan yang jelas mengenai kata ‘kepentingan’ itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada peluang untuk mendefinisikan kembali mengenai kepentingan itu sendiri baik mengenai jenis dan bentuknya. Penjelasan ini juga menekankan kepada pemerintah melalui seluruh badan organisasi dan masyarakat untuk mengutamakan prinsip dasar ini di dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak (dan kepentingannya) – tuntutan yang sama juga diberlakukan terhadap hak berpendapat anak. Berdasarkan penjelasan prinsip dasar penghargaan terhadap pendapat anak, maka anak memiliki hak untuk berpartisipasi dan memiliki hak yang bersifat mutlak untuk menyatakan pendapatnya, terutama jika hal-hal yang akan ditentukan/diputuskan/ditindaklanjuti akan mempengaruhi kehidupannya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ‘hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya’, dengan demikian konsep ini mempunyai arti yang sangat luas sehingga dapat dilakukan analisis ulang terhadap hal ini untuk kebutuhan suatu penyusunan konsep yang berkaitan hak berpendapat anak dikaitkan dengan kepentingan atas kehidupannya.
Di dalam Konvensi Hak Anak, penjabaran asas kepentingan anak terdapat di beberapa pasal, misalnya Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:  Pasal 3(1) menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan yang utama, Pasal 5 menghargai tanggungjawab, hak dan tugas orangtua untuk menyediakan dalam tata cara yang terus-menerus yang disesuaikan dengan kapasistas anak, pengawasan yang wajar. Kemudian, Pasal 9(3) menyatakan penghargaan terhadap anak yang terpisahkan dari salah satu atau kedua orangtuanya untuk membina hubungan yang bersifat personal dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Selanjutnya, Pasal 12(1) mengatur bahwa adalah hak bagi seorang anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dalam segala hal yang terkait dengan dan berakibat terhadap anak tersebut; pendapat mereka diberikan dengan mengingat umur dan kedewasan mereka. Pasal 18(1)  
Berdasarkan berbagai pasal tersebut maka asas kepentingan terbaik bagi anak dan penghargaan terhadap hak berpendapat anak dalam hal penetapan hak asuh anak merupakan asas-asas yang penting dan perlu untuk dicantumkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Akan tetapi sebelum membahas lebih lanjut, maka perlu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan nasional terlebih dulu untuk mengetahui apakah peraturan yang ada sudah atau belum mengakomodasi asas-asas tersebut.
. 

3. Perundang-undangan Nasional tentang Kepentingan yang Terbaik Anak dan Hak Berpendapat Anak dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
	Selain UUP tahun 2002 dan UUPA Tahun 2014, terdapat Peraturan perundang-undangan nasional yang memuat kata ‘kepentingan anak’ dalam kaitannya dengan kewajiban orangtua atau salah satu dari mereka untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya; peraturan tersebut adalah UU Perkawinan. Peraturan yang berikutnya adalah Kompilasi Hukum Islam yang secara tidak eksplisit mengakui hak berpendapat anak dengan menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahatau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. Jadi kedua peraturan tersebut mengatur prinsip dasar hak-hak anak yang berbeda satu sama lain. 

3.1. UU Perkawinan
  	Kata kepentingan terdapat di dalam UU Perkawinan di dalam Pasal 41. Pasal 41 (a) UU Perkawinan menyebutkan bahwa setelah terjadi perceraian, baik bapak atau ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan terhadap anak-anak maka Pengadilan memberi keputusannya. Selanjutnya, Pasal 41 (b) mengatur Bapak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; dalam hal Bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan sang ibu untuk turut serta memikul biaya tersebut.
Pada penjelasan Pasal 41 (a) dan (b) UUP tersebut tidak ada keterangan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai ‘kepentingan anak’. Pasal 41 (a) dan (b) hanya menentukan bahwa Bapak dan Ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan lebih menekankan tanggungjawab kepada Bapak daripada Ibu dalam hal menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. 

3.2. KHI
	Seperti halnya UU Perkawinan, KHI hanya membatasi kepentingan anak terbatas pada pemeliharaan dan pendidikan. Akan tetapi KHI mengatur hak berpendapat anak meskipun  tidak dinyatakan secara eksplisit. Hal ini terlihat pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian:
a.	Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun   
 adalah hak ibunya;
b.	Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 
 memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak    
 pemeliharaannya;
c.    Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Apabila terjadi perselisihan dalam menentukan hak asuh anak atau hak hadhanah dan hak nafkah anak, maka pengadilan menggunakan ketentuan dalam Pasal 156 (e) KHI yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama akan memberikan putusannya berdasarkan Pasal 156 (a),(b), dan (d) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
…
d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

	Uraian di atas menunjukkan bahwa UU Perkawinan dan KHI tidak memberi penjelasan mengenai kepentingan yang terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik anak hanya terbatas pada pemeliharaan dan pendidikan. Hal-hal lain seperti hak anak untuk terbebas dari kekerasan, dan hak untuk bertemu salah satu orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anak dan sebaliknya sepertinya belum terpikirkan oleh pemerintah Indonesia. Hak berpendapat anak tidak ada di dalam UUP, sehingga tidak diketahui batas umur seorang anak yang dapat dimintai pendapatnya. Dengan tidak adanya ketentuan maka dapat diasumsikan bahwa di umur berapapun maka hak berpendapat anak mutlak harus dilakukan dalam proses beracara di pengadilan umum untuk kasus perceraian orangtuanya. Hal ini berbeda dengan KHI yang dengan jelas mengatur hak anak untuk didengar pendapatnya tentang keinginannya untuk ikut salah satu dari orangtuanya yang bercerai. Meskipun demikian hak berpendapat ini dibatasi kepada mereka yang telah berumur 12 tahun – bagi mereka yang berumur di bawah dua belas (12) tahun tampaknya mengikuti ibunya secara otomatis (lihat ketentuan Pasal 105 KHI). Ketentuan ini secara langsung bertentangan dengan asas non-diskriminasi pada Pasal 2 dan Pasal 13 UUPA Tahun 2002, dan juga belum memenuhi asas kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap hak berpendapat anak.
.
4. Mendefinisikan Asas Kepentingan Terbaik Anak dan Asas Penghargaan terhadap Hak Berpendapat Anak di dalam UU Perkawinan
Mendefinisikan asas kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap hak berpendapat anak dalam hal penetapan hak asuh anak ke dalam UU Perkawinan merupakan hal yang penting bagi kepentingan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia dan anak-anak Indonesia itu sendiri. Hal ini disebabkan perkembangan dan perubahan bentuk keluarga di Indonesia yang tidak terlepas dari tingginya angka perceraian (dan kecenderungan orangtua yang berpisah karena pekerjaan). Tingginya angka perceraian tentunya juga berpengaruh pada pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak dari orangtua yang bercerai. Selain itu, faktor penyebab perceraian, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perlu juga diperhitungkan sebagai faktor penentu dalam menetapkan hak asuh anak agar tidak merugikan kehidupan anak-anak di masa mendatang.  
Di beberapa negara maju seperti Inggris, Australia dan Canada, upaya untuk memenuhi kepentingan yang terbaik bagi anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan tumbuh dan kembang anak yang dipercaya dapat terpenuhi melalui cara bertemu dengan salah satu orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh anak secara teratur.​[3]​ Ide agar salah satu orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh untuk tetap bertemu dengan anak-anaknya secara teratur merupakan bentuk ‘joint custody’​[4]​ atau pengasuhan bersama dan terwujudkan melalui ‘equal shared parental responsibility’ bagi orangtua yang bercerai.​[5]​ 
Joint custody merupakan bentuk pengasuhan bersama yang belum popular di Indonesia, karena setelah perceraian anak-anak pada umumnya akan diasuh oleh salah satu orangtuanya (pada umumnya oleh ibu), dan sang ayah jarang atau bahkan sering tidak peduli akan kebutuhan anak untuk bertemu dengannya, atau begitu pula sebaliknya. Hal ini terjadi karena ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia sama sekali tidak mengatur pengasuhan anak setelah perceraian sebagaimana yang diatur oleh Pasal 12 dan 18 Konvensi Hak Anak. Sejak diundangkan tahun 1974, UU Perkawinan tidak pernah mengalami perubahan​[6]​ padahal banyak sekali permasalahan-permasalahan strategis yang harus segera diakomodasi melalui perubahan-perubahan, termasuk persoalan hak berpendapat anak dan kepentingan terbaik anak ini.
Di negara-negara yang benar-benar memperhatikan hak anak, misalnya Australia telah mengamandemen Undang-Undang Hukum Keluarga (Family Law Act 1975 (Cth)) beberapa kali, yaitu tahun 1995, 2000. 2005, 2006 dan 2008​[7]​. Perubahan di tahun 2006 dilakukan terhadap beberapa pasal yang terkait dengan kepentingan terbaik anak pasca perceraian atau perpisahan orangtuanya. Amandemen di tahun 2006 adalah mengenai shared Parental responsibility. Berdasarkan Pasal 60 B the Family Law Amendment (Shared Parental Responsibility) Act 2006 (Cth) disebutkan bahwa kepentingan terbaik anak dilakukan dengan cara menjamin bahwa anak-anak mendapatkan manfaat yang berarti dari pertemuan dengan kedua orangtua nya dalam hidup mereka kecuali jika hal tersebut (pertemuan) ternyata bertentangan dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak juga meliputi perlindungan dari tindak kekerasan atau terekspose dari tindak kekerasan yang bersifat phisik, psikologis atau mengalami pelecehan, penelantaran dan kekerasan dalam keluarga.​[8]​ Melalui ketentuan tersebut maka anak-anak memiliki hak untuk mengetahui dan dirawat oleh kedua orangtuanya (terlepas mereka tinggal bersama atau berpisah), anak-anak memiliki hak untuk menggunakan waktu dan berkomunikasi dengan orangtua (atau orang-orang tertentu) berdasarkan jadwal yang telah diatur. Selanjutnya, orangtua bersama-sama berbagi tugas dan tanggungjawab berkaian dengan pemeliharaan kesejahteraan dan perkembangan anak-anak mereka.​[9]​ 
Joint custody dengan cara equal shared responsibility bukannya tanpa kelemahan. Kelemahannya karena di dalam praktek equal shared responsibility ternyata tidak menngutamakan kualitas pertemuan melainkan lebih ditekankan pada jumlah pertemuan yang sama (equal time).​[10]​ Tekanan terhadap dibuatnya jumlah pertemuan yang sama dapat memberikan kesempatan kepada salah satu orang tua yang memiliki ‘catatan’ sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap bekas pasangannya (dan mungkin juga terhadap anak-anaknya). Kewajiban untuk bertemu dengan salah satu orangtua yang menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga pada akhirnya menjadi sebuah tekanan bagi si anak dan orangtua yang mendapatkan hak asuh tersebut karena sebelumnya telah menjadi korban kekerasan tersebut dan dengan adanya pertemuan yang semakin sering (equal time) maka ia berpotensi untuk mengalami kekerasan atau terkspose keekrasan lagi.​[11]​ Meski disinyalir ada praktek yang demikian, Pengadilan Keluarga tetap berpendapat bahwa equal time sebenarnya bukanlah satu-satunya hal yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam menentukan equal shared responsibility karena equal time hanya dapat dipertimbangkan (untuk dikabulkan dan diterapkan) apabila salah satu pihak mengajukan permohonan dan pengadilan akan mempertimbangkan pula dengan kepentingan terbaik anak, yaitu dengan melihat kembali sejarah perkawinan orangtua dan kehidupan anak selama perkawinan orangtuanya tersebut –apakah terdapat ekspose atau tindak kekerasan terhadap anak dan tindak kekerasan dalam rumah tangga.​[12]​ 
Belajar dari pengalaman negara-negara tersebut maka menentukan kepentingan terbaik anak dengan menentukan hak anak untuk bertemu dengan salah satu orangtua yang tidak mendapat hak asuh tidaklah sama dengan joint custody melalui konsep ‘equal time’. 

5. Batas Usia dan Ukuran Kedewasaan Anak untuk Berpendapat
Asas penghargaan terhadap hak berpendapat anakvensi Hak Anak tersebut merupakan ketentuan yang sangat progresif dalam mengatur dan menjamin pemenuhan hak-hak anak. Akan tetapi hal tersebut ternyata menimbulkan ketidakpastian bagi orangtua dan professional tentang bagaimana, kapan atau perlukah melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan hukum di bidang keluarga (proses perceraian dan penetapan hak asuh anak). Pandangan demikian muncul karena dominasi pandangan orang dewasa yang memandang rendah terhadap kedewasaan anak dan kompetensinya untuk memberikan kontribusi secara efektif terhadap keputusan di dalam keluarga dan dalam Pengadilan keluarga.​[13]​ Berbagai hasil penelitian justru menunjukkan bahwa pandangan yang demikian patut ditinggalkan karena tidak sesuai dengan konsep dan pandangan terbaru yang melihat anak-anak sebagai warga negara, agen dan sosial actor yang memiliki hak-haknya seperti halnya manusia dewasa. Anak-anak bukanlah pengikut orangtuanya.​[14]​ Anak-anak yang orangtuanya bercerai dan menjadi obyek penelitian justru menunjukkan bahwa mereka mampu menyampaikan pandangan dan gagasannya dengan baik, jelas dan mudah dipahami terhadap permasalahan yang dihadapinya.​[15]​
Menurut Fitgerald, ketika Hukum keluarga telah memulai untuk lebih bersiap merengkuh anak-anak sebagai agen, warga negara, dan sosial actor maka para pembuat kebijakan dan keputusan harus bersiap-siap menghadapi munculnya ‘ruang-ruang’ baru sebagai akibat dari pengakuan atas perspektif anak-anak tersebut.​[16]​ Hal ini semestinya tidak menjadi halangan bagi professional untuk bekerja dengan anak-anak karena yang dibutuhkan oleh para professional adalah keahlian dan ketrampilan dalam berkomunikasi dengan anak-anak.​[17]​ Hasil penelitian terhadap anak-anak berusia 7-12 tahun tentang pengetahuan dan pertimbangan anak-anak tentang permasalahan hukum yang berkaitan dengan kehidupan mereka secara pribadi telah menunjukkan meningkatnya pemahaman mereka tentang konsep-konsep hukum.​[18]​ pengetahuan dan pemahaman anak-anak tentang hukum, proses hukum, dan istilah-istilah hukum muncul secara bertahap dan semua itu bergantung pada kompleksitas konsep-konsep hukum yang mereka pelajari. Ketidaktahuan dan salah paham tentang sistem hukum merupakan hal yang wajar bagi anak-anak mengingat banyak orang dewasa yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang pengetahuan dan sistem hukum.​[19]​
Hasil penelitian terhadap pengalaman anak-anak yang orangtuanya bercerai juga menunjukkan bahwa membiarkan mereka didalam ‘kegelapan’ tanpa interaksi dan komunikasi yang baik yang dilakukan oleh orang tua /dewasa terhadap anak-anak ternyata telah menyumbangkan kebingungan dan rasa sakit sehingga mereka merasakan masa transisi (perpisahan orangtuanya) menjadi semakin sulit.​[20]​ Anak-anak yang tidak mendapat informasi yang layak tentang perpisahan tampak lebih mudah mengalami gejala-gejala seperti kekuatiran, depresi, perilaku salah, distress dan menyalahkan diri sendiri atas perpisahan orangtuanya. Mereka dapat mengatasinya dengan baik apabila mendapatkan informasi, turut dilibatkan dan mendapatkan bantuan untuk memahami perubahan yang sedang dan akan terjadi, dan turut berpartisipasi secara aktif di dalam proses tersebut. Dengan demikian melibatkan anak sejak awal di dalam proses pembuatan keputusan memiliki akibat yang positip terhadap anak, tidak hanya terhadap perkembangan identitas individunya, pertmbangan moral, kompetensi tetapi juga memberikan kepuasan terhadap apapun hasil yang nantinya dicapai.​[21]​ 
	Meskipun hasil penelitian tersebut menyatakan hal yang berakibat positip terhadap  keterlibatan anak-anak sejak awal dalam proses pengambilan keputusan atas perpisahan orangtuanya, dalam kenyataan masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan perpisahan dan pasca perpisahan.​[22]​ Hal ini disebabkan karena keengganan orang dewasa dan para professional untuk melibatkan anak-anak berdasarkan pertimbangan bahwa proses di pengadilan ‘melelahkan’, membuat stress, dan ‘merusak’.​[23]​ Selain itu sistem hukum sendiri tampaknya juga tidak nyaman dengan melibatkan anak dalam proses pengadilan sehingga pandangan-pandangan anak-anak ini hanya diinterprestasikan dan disaring melalui berbagai professional yang berbeda (kuasa hukum anak atau pendamping anak, pekerja sosial dan hakim) berdasarkan sudut pandang mereka, sehingga pandangan dan pendapat anak-anak itu sendiri jarang sekali digunakan untuk menentukan keputusan dalam proses persidangan hukum keluarga.​[24]​ 
	Kendala-kendala tersebut diharapkan berkurang dengan adanya Konvensi Hak Anak yang menetapkan prinsip penghargaan terhadap hak berpendapat anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Kesungguhan dari beberapa negara untuk menerapkan asas tersebut tampak dengan mencamtumkan kriteria batas usia anak untuk didengar pendapatnya. Negara  Scotlandia membuat persyaratan kepada orang dewasa agar menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tanggungjawab orangtua dan hak-haknya kepada anak-anak mereka yang berumur 12 tahun atau di atas usia tersebut karena usia tersebut dianggap sudah cukup umur dan dewasa untuk berpendapat (Pasal 6 Undang-Undang Anak Scotlandia tahun 1995).​[25]​  New Zealand bahkan lebih progresif dengan menghapus kriteria ‘umur dan kedewasaan’ sebagai dasar pertimbangan pendapat anak (Pasal 6 Undang-Undang anak New Zealand Tahun 2004).​[26]​ Menurut Undang-Undang Anak New Zealand ini, segala pendapat da pandangan yang disampaikan oleh anak-anak (baik secara langsung maupun melalui perwakilannya) harus dipertimbangkan meskipun dimungkinkan  batas ‘usia dan kedewasaan’ akan dipermasalahkan terhadap pandangan/pendapat anak-anak tersebut.
Undang-Undang Anak New Zealand juga memberikan syarat agar keputusan Pengadilan Keluarga harus ditujukan terhadap kebutuhan khusus anak yang bersangkutan. Baik hakim maupun pengacara anak atau yang mewakili anak dalam proses pengadilan  mempunyai kewajiban untuk menerangkan setiap langkah proses pengadilan kepada anak dengan cara dan bahasa yang anak-anak bisa memahaminya. Anak-anak yang berusia di atas 16 tahun diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan agar keputusan yang menyangkut kehidupannya dikaji ulang.​[27]​




Perlu ada kebijakan untuk mengamandemen undang-undang perkawinan karena Indonesia belum memiliki ketentuan yang jelas mengatur dan mendefinisikan  kepentingan terbaik bagi anak di dalam UU Perkawinan yang secara khusus berkaitan dengan perpisahan/perceraian orangtua. Selain itu, prinsip penghargaan terhadap anak juga belum dicantumkan ke dalam UUPerkawinan sebagai asas utama yang harus menjadi pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis pengasuhan bagi anak.
Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara tampak bahwa pelibatan anak sejak  awal melalui penyampaian informasi dan penghargaan terhadap pendapat anak di dalam proses pengambilan keputusan oleh orang dewasa di pengadilan ternyata lebih memiliki efek yang positip terhadap anak jika dibandingkan tanpa pelibatan anak-anak sejak awal. Selain itu, Undang-Undang tentang Anak di New Zealand yang berani menghapus kriteria batas usia dan kedewasaan bagi anak yang akan didengar pendapatnya merupakan langkah yang benar-benar ingin menerapkan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak dan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. 
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